Ringkasan PMK 118 Tahun 2024

Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Dan
Pembatalan Di Bidang Perpajakan

Dalam upaya untuk lebih menyederhanakan dan meningkatkan kerangka
peraturan yang ada saat ini yang mengatur sektor perpajakan, Menteri
Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 118 tahun
2024 (“Permenkeu 118/2024”) tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan,
Pengurangan, Penghapusan, Dan Pembatalan Di Bidang Perpajakan (secara
bersama-sama disebut “Prosedur Perpajakan”), yang telah berlaku sejak 1
Januari 2025.

Pada intinya, Permenkeu 118/2024 mengonsolidasi Prosedur Perpajakan yang
berlaku yang sebelumnya ditetapkan dalam berbagai kerangka ke dalam satu
kerangka konsolidasi. Oleh karena itu, pada saat Permenkeu 118/2024
berlaku, peraturan ini sekaligus mencabut dan mengganti kerangka peraturan
berikut:

Peraturan Menteri No.

8/PMK.03/2013 (“Regulation
8/2013”) tentang Tata Cara
Pengurangan Atau Penghapusan
Sanksi Administrasi Dan
Pengurangan Atau
pembatalan Surat Ketetapan
Pajak (“SKP”) atau Surat Tagihan
Pajak (“STP”)

Peraturan Menteri No.
9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara
Pengajuan Dan Penyelesaian
Keberatan, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri No.
202/PMK.03/2015 (secara bersama-
sama disebut “Permenkeu 9/2013”)

Peraturan Menteri No.
11/PMK.03/2013 tentang Tata
Cara Pembetulan (“Permenkeu
11/2013”)

Peraturan Menteri No.
253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
(“PBB”), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri No.
249/PMK.03/2016 (secara bersama-
sama disebut “Permenkeu
253/2014")

Peraturan Menteri No. 81/PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda
Administrasi PBB dan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (“SPPT”), SKP PBB dan STP PBB
(“Permenkeu 81/2017”)

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi ini merangkum ketentuan baru
tentang Prosedur Perpajakan yang telah diperkenalkan dalam Permenkeu
118/2024. Namun, karena luasnya ketentuan yang ditetapkan di dalamnya,
pembahasan ini akan berfokus pada gambaran umum topik-topik berikut:



Prosedur Pembetulan;
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Ketentuan Peralihan.

Prosedur Pembetulan

Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Keberatan;
Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Sanksi yang Dikenakan; dan

Secara umum, Permenkeu 118/2024 mempertahankan sebagian besar
ketentuan yang sebelumnya ditetapkan dalam Permenkeu 11/2013 yang kini
telah dicabut. Dalam hal ini, wajib pajak tetap dapat mengajukan permohonan
pembetulan apabila dalam suatu keputusan yang telah diterbitkan terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perpajakan.

Namun, Permenkeu 118/2024 kini juga telah memperluas cakupan kesalahan
penerapan ketentuan yang dapat diperbaiki dibandingkan dengan Permenkeu
11/2013. Penyesuaian ini dirangkum dalam tabel berikut:

Bentuk Kesalahan Permenkeu Permenkeu
118/2024 11/2013
Penerapan tarif \ v
Penerapan persentase norma N N
pengitungan penghasilan neto
Penerapan sanksi administratif atau N N
denda administratif
Penghasilan tidak kena pajak \ \
Penghitungan pajak penghasilan dalam N N
tahun berjalan
Pengkreditan rakyat \ V
Penerapan kurs V
Penerapan persentase nilai jual kena N
pajak
Penerapan nilai jual objek pajak tidak N
kena pajak
Pemberian pengurangan pokok PBB V




Permenkeu 118/2024 juga memuat sejumlah ketentuan baru mengenai
kewenangan Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen”) untuk meneliti kesalahan yang
mendasari permohonan pembetulan. Kewenangan ini mencakup kemampuan
untuk meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan dari wajib pajak
dan melakukan peninjauan di tempat untuk tujuan identifikasi, pengukuran,
pemetaan dan penghimpunan data, keterangan atau bukti.

Sebagaimana diatur sebelumnya dalam Permenkeu 11/2013, apabila Dirjen
tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu enam
bulan sejak menerima permohonan pembetulan, maka permohonan tersebut
dianggap dikabulkan. Namun, perlu diketahui bahwa Permenkeu 118/2024
saat ini mengharuskan Surat Keputusan Pembetulan untuk diterbitkan dalam
waktu satu bulan setelah berakhirnya periode enam bulan ini.

Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Sanksi yang Dikenakan

Permenkeu 118/2024 mengkonsolidasikan dan mempertahankan ketentuan
yang berlaku mengenai keberatan, sebagaimana sebelumnya diatur dalam
Permenkeu 9/2013 dan Permenkeu 253/2014 yang kini telah dicabut.
Perbandingan cakupan keberatan dalam ketiga kerangka peraturan ini
dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Putusan vana Lavak Permenkeu Permenkeu | Permenkeu
yang Lay 118/2024 9/2013 253/2014
SKP kurang bayar \ V
SKP kurang bayar tambahan
SKP nihil v v
SKP lebih bayar \ V
Pemotongan dan pemungutan
pajak oleh pihak ketiga N N
berdasarkan peraturan
perpajakan
SPPT \ N
SKP PBB V v

Apabila diminta oleh wajib pajak untuk tujuan pengajuan keberatan atau
banding, Dirjen kini wajib menyampaikan surat keterangan mengenai dasar
pengenaan pajak, perhitungan kerugian, atau pemotongan/pemungutan pajak.
Surat keterangan tersebut harus diberikan kepada wajib pajak terkait dalam
waktu satu bulan sejak permohonan disampaikan. Meski demikian, perlu




diperhatikan bahwa jangka waktu pengajuan keberatan tidak dapat
diperpanjang.

Permenkeu 118/2024 juga memperjelas bahwa apabila terdapat putusan
gugatan atas surat pemberitahuan, maka jangka waktu 12 bulan yang diberikan
untuk menyelesaikan keberatan akan ditangguhkan sampai putusan tersebut
dikeluarkan.

Selain itu, perlu juga dicatat bahwa setiap keberatan wajib pajak yang ditolak
atau dikabulkan sebagian kini akan dikenakan denda administratif sebesar
30% dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan. Denda ini
lebih rendah dibandingkan dengan denda sebelumnya yang ditetapkan dalam
Permenkeu 9/2013 sebesar 50%.

Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Sanksi yang Dikenakan

Permenkeu 118/2024 mempertahankan dan memperjelas sebagian besar
ketentuan yang sebelumnya ditetapkan dalam Permenkeu 8/2013 dan
Permenkeu 81/2017 yang kini telah dicabut. Hal yang paling menonjol,
Permenkeu 118/2024 memperjelas kewenangan Dirjen untuk mengurangi atau
menghapus sanksi administratif secara jabatan yang disebabkan oleh
kesalahan wajib pajak atau keadaan di luar kendali wajib pajak. Sanksi yang
dapat dikurangi atau dihapuskan meliputi:

Bunga;

Denda;

Kenaikan tarif PBB; dan
Denda administratif PBB.

N .

Lebih lanjut, Permenkeu 118/2024 juga memperjelas jumlah maksimum
permohonan dan prosedur permohonan pengurangan atau penghapusan yang
dapat diajukan, sebagaimana diuraikan secara garis besar dalam tabel berikut:

Jenis Permohonan yang Jumlah Maksimum Permohonan yang
Disampaikan Diizinkan
Pengurangan atau Dua permohonan, dengan permohonan
penghapusan sanksi kedua diajukan dalam waktu tiga bulan
administratif yang tercantum sejak tanggal surat keputusan pertama
dalam SKP dan STP yang dikeluarkan oleh Dirjen

Pengurangan denda
administratif PBB yang
dalam SKP PBB dan STP
PBB

Satu permohonan

Berdasarkan kerangka Permenkeu 8/2013 vyang kini telah dicabut,
pengurangan sanksi administratif yang melebihi jangka waktu 24 bulan dapat



diberikan berdasarkan ketentuan tertentu, seperti sanksi administratif yang
belum dibayar atau peunasan wajib pajak. Ketentuan ini memperbolehkan
sanksi administratif yang dihitung sebesar 2% per bulan menjadi 24
bulan. Namun, perlu dicatat bahwa Permenkeu 118/2024 tidak lagi memuat

ketentuan ini.

Ketentuan Peralihan

Mengingat jumlah dan cakupan kerangka regulasi yang dicabut setelah
pemberlakuan Permenkeu 118/2024, ketentuan berikut akan berlaku untuk
permohonan dan/atau pengajuan yang sedang berlangsung untuk memastikan

kelancaran peralihan ke kerangka baru:

Permohonan dan/atau
Pengajuan yang Sedang
Berlangsung

Ketentuan Peralihan yang Berlaku

Permohonan pembetulan yang
diajukan sebelum berlakunya
Permenkeu 118/2024 yang Surat
Keputusan Pembetulannya belum
diterbitkan

Akan terus diproses sesuai dengan
Permenkeu 11/2013 sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan
Pembetulan.

Pengajuan keberatan yang
diajukan sebelum berlakunya
Permenkeu 118/2024 dan yang
Surat Keputusan Keberatannya
belum diterbitkan

Akan terus diproses sesuai dengan
Permenkeu 9/2013 sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan

Permohonan pengurangan,
penghapusan atau pembatalan:

Sanksi administratif;

SKP yang tidak benar;

STP yang tidak benar; dan
Hasil pemeriksaan SKP dan
PBB SKP...

PwphPE

.. yang diterima  sebelum
berlakunya Permenkeu 118/2024
dan yang surat keputusannya
belum diterbitkan

Akan terus diproses sesuai dengan
Permenkeu 8/2013 sampai dengan
diterbitkannya surat keputusan

Administrasi permohonan
pembetulan, pengurangan,
penghapusan, pembatalan, dan

Akan diproses sesuai dengan Permenkeu

118/2024.




keberatan yang diajukan sebelum
berlakunya Permenkeu 118/2024
dan masih belum diselesaikan

Perlu diperhatikan pula bahwa format berbagai surat dan dokumen mengenai
Prosedur Perpajakan yang diatur dalam kerangka yang saat ini telah dicabut,
telah diperbarui secara komprehensif dalam Lampiran Permenkeu 118/2024.




